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Awasi Dampak
Tarif PPN Baru

Lvaluasi akan dilakukan berkala guna moemastibkan taril
baru Pajak Portambahan Nilai tidak monggangega dava beli

dan Konsumsi masyar
bakal moenckan konsumsi TSN el

JAKARTA, KOMPAS — Pome
tah akan mengs ra
berkala dimpak kenaoiborn Pa-
jak Portambahan Nilai. Lang-
kah ini ditermpuh untuk me-
mastilian agar pengenann tarif
terbaru tidak mengoango da-
i beli dan konswmsi maa-
syaraleat

FPemerintah resmi menaik-
kan tarif Pajok Pertambahan
Nilai (PPN} dari 10 persen
menjadi 11 persen mualai 1
April 2022, Kenaikan _arif
PPN merupakan amanat -
dang-Undang Nomot 7 Tahun
2021  tentang Harmonisasi
Persturan Perpajuakan,

Direktur  Jenderal  Pajak
Kementerian Keuangan Sur-
wvo Utomo mengatalan, ken-
dari terdapat sejumlah barang
daan jasa vany dikeluarkan darci
daftar pengecualian PPN, da-
lam implementasinya barang
dan jasa tersebut muasih bebas
pajak.

Flebijaks

tersebut dizambil
dengan pertimbangan nemg-
hindari gangpuan terhadap
pemuliban ekonomi M -
=ill berlangsung saat ini. “Lm
plementa i me—
marE harus dieswalus SOCAra
herkala sesuai kondisi masya-
oar Suryvo at libyvw-
bungi. Kamis (774,2022),
Kepala Subdirektorat Per-
aturan PPN Industri Dricel
porat Jenderal Pajak Kensen-
terinn Keovangam  MMaria Wi-
wick Widwijanti mwemastikan
pemmbebasan PPN antuk se-
Jumlah barang dan jasa yang
dianggap scha kebutuhan
primer masyarakatl akan ber-
laku surut. Dia mencontols-
kan beras, gabah, Jagong saoo,
kedelai. goram, daging, telur,
susu. buah-buahan., dan sa

bt

yuran sudal tergolong schagai
Barang kebutubhan pokok sang
boebos pungutan PPN

Dialaom aturan bare, peine
rintah akan menetapkan gula
konsumnsi schagoi barang yvong
bBelhas PPN, Dalam peratuaran
sebelumnoya,  gula konsumsi
tidak tergolong schagai bha
rang bebas PPN Maria me-
nambahloan, masyaraleat tidak
prerlu khawativ kenaikan PPN
akan memicu kenai
hahan polkok.

Direktur Center of Feono-
mies and Lasw Studies Bhima
Aucdhistira menilal. sosa
nyvi ptlTh.,l'l:l'lldh memberi
fasilitns membebaskan pajak
bBarang yvana dikopnstmsi ma-
syiradoat secara luns, termasuk
gula. Narmun, mau tidak mau,
ek kenaikan PEN Lelap akan
mercmbet kepada  tertekan-
nva Eonsumsi masyarakar,

Apalam, dalam situasi saat
ini, masyarakat juga haras
menghadapi  Jonjakan hargs

pangan dan energi di tengah
perinde Ramadban dan hari
rava Idal Filri adi, meski
ada fasilitas pembebasan, ke
naikan PPN tetap akan me-
nekaon konsumsi masyaraloat,
teratama mencngabh ke bha-
wiah,™ ujar Bhime,

Keberatan

Sementora itu, terkait pe-
ngenaan pajak pada transaksi
asel kripto molai 1 RMei 2oez,
Hotua Umnnum Asosiasi Ped
gang Aset Kripto Tndone
CAspakrindoy Teguh Kurnia-
wan Harmanda berpendapat,
taril pajak terlalu besar dan
mwemberatkan  bagi  investor
dalam negeri. TSebelumry
kami telah mengajukan s
ma Pajak Penghasilan {I‘P]I)

alkal. Namun. elfleknyva divakini

final (kOS5 persen. tanpa PPN
kata Teguh.

Peraturan  Menteri  Ke-
uvangan Nomor 658 Tahun
2022 menetapkan,  penjual
asct kripto dikenai PPh o 2:
Anal 0,1-0.2 persen. Remolasi
yvang sama menetaplan tacif
PPN (0 l1-0,22 persen untuk
transaksi asetl kriplo,

MMenuwrut  Teguh, mdustri
aset kripto di Tndonesia relatif
masih baru., Tarif pajak yaang
torlalu dngsi akan membuat
investor - memilibh - pedasang
aset kripto luar megeri. Situasi
itu juga akan menckan wo-
lume  perdagunegan 18 pesda-
gang vang terdaftar di Badan
Pengawas Perdagangan Ber-
Janglka Komoditi (Bappebti)

Pengenaan PPN pada jasa
bavanan.  eknolowi Ooansial
(tekfind  juga  dikhawatirkan
konmrraprodukril. Kepala De-
partemen Ekonomi Centre
For Strategic and Intcrnatio
mal Studies (CSIS) Yose Hiozal
Damnuri mengibarntkon bismnis
Jjasa penvelenggaraan tekfin di
Indonesia sepertl anak bara
helajar berjalan. Namun, ke
hadliranmya membae rikan
dampok positif. seperti na-
ikmyva inklusi keuangan.

Ketika pemerintabh akhicr-
nya mengenakan PPN atas
Jusa tekfin, din khawatir hal
it mendorong  masyvaralkal
kembali ke layvanan keuangan
tradisional, misaloya bertrmn-
sak=i dengan uang tunai.

Menurut Head of Center of
Innovation and Digital Eco-
nonyy Indef Nailul Huda, sc
lain trunsaksi nontunai, pe-
ngenaan PPN dikhawatirkan
mengurang minat  masyvara-
kat berinvestasi di platform
toelofine. (DIM MMEDD
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